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ABSTRAK 
 

 

Kebutuhan akan hukum terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan kelompok masyarakat, hal tersebut juga yang 

mempengaruhi adanya pergeseran hukum di bidang pernikahan di 

Indonesia. Pergeseran hukum tersebut ditandai dengan adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pembuatan Akta 

Perjanjian Perkawinan di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum 

perjanjian perkawinan di Indonesia setelah Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan kedudukan Petugas 

Pencatat Perkawinan dan Notaris dalam perjanjian perkawinan setelah 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis 

data kualitatif. Data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 29 ayat (1), (3), 

dan (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan inkonstitusional 

bersyarat dan perjanjian perkawinan dalam pembuatannya tidak 

diperlukan batasan waktu sehingga tidak melanggar hak konstitusional 

warga negara. Pergeseran makna perjanjian perkawinan akibat Putusan 

Mahkamah Konstitusi membawa dampak terhadap pembuatan akta 

perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung tidak perlu 

menunggu Putusan Pengadilan. Kedudukan Petugas Pencatat Nikah 

dan Notaris setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 tersebut sama-sama berwenang mengesahkan akta perjanjian 

perkawinan namun dalam pencatatannya yang berwenang hanya Kantor 

Urusan Agama dalam hal ini Petugas Pencatat Nikah dan Kantor 

Catatan Sipil. 

 

 

 

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Perjanjian, Hukum Kontrak, 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan  

pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 

0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 Alif tidak dilambangkan ا

 Ba B ب

 Ta T خ

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ز

 Zai Z ش

 Sin S ض

 Syin Sy ش



ix 

 

 Sad H ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 ‘ Ain‘ ع

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ه

ً Mim M 

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H ه

 ` Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (marbutoh) T ج

 

Vokal  



x 

 

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, 

terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).  

Vokal Tunggal  

Vokal tunggal dalam bahasa Arab: 

  َ    Fathah 

  َ    Kasroh 

و
   Dlommah 

Contoh:  

 Kataba = متة 

 .Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ذ مس

 

Vokal Rangkap  

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan 

antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf. 

Tanda/Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i 

 Fathah dan waw Au a dan u 

 

Contoh: 

 kaifa : ميف 

 ꞌalā : عيي
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 haula : حىه

 amana : امه

 ai atau ay : أي

 

Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan 

transliterasi berupa huruf dan tanda. 

 

 

Harakat dan huruf Tanda baca Keterangan 

يا  
Fathah dan alif atau 

ya 

Ā 

a dan garis panjang 

di atas 

يا  Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas 

وا  Dlommah dan waw Ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 qāla subhānaka : قاه ظثحىل

 shāma ramadlāna : صاً زمضان 

 ramā :  زمي

 fihā manāfiꞌu :  فيهامىا فع

 yaktubūna mā yamkurūna : ينتثىن ما يمنسون
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قاه يىظف لاتيهر ا  : iz qāla yūsufu liabīhi 

 

Ta' Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam: 

1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan 

dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata 

yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan /h/. 

4) Pola penulisan tetap 2 macam. 

Contoh:   

 Raudlatul athfāl زوضح الاطفاه 

 al-Madīnah al-munawwarah اىمديىح اىمىىزج

 

Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan   

sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

tersebut.  

Contoh:  
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 Rabbanā زتىا

 Nazzala وصه

 

Kata Sandang  

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. 

Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut: 

Contoh:    

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu اىتىاب

 Al-syamsu Asy-syamsu اىشمط

 

Diikuti oleh Huruf Qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.  

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Al-badiꞌu Al-badīꞌu اىثديع

 Al-qamaru Al-qamaru اىقمس
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Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda 

hubung (-). 

 

Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak 

di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa 

alif. 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Ta `khuzūna تأخرون

 Asy-syuhadā`u اىشهداء

 Umirtu أومسخ

 Fa`tībihā فأتي تها

 

Penulisan Huruf  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 
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kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari 

dua pola sebagai berikut: 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn وإن ىها ىهىخيساىساشقيه

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فاوفىا اىنيو واىميصان
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MOTTO 

 

“Tugas dan pekerjaan seorang intelektual yang 

tidak boleh dihentikan adalah berfikir dan 

menulis” 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Karya ini penulis persembahkan untuk Bapak 

dan Ema serta untuk Almamaterku 
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